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 This study aims to analyze the correlation between early 
marriage and the divorce rate in Sumenep Regency. The 
phenomenon of early marriage has become a significant social 

issue in this region and is estimated to contribute to the high 
divorce rate. This research uses a qualitative approach. Data 

were collected through surveys and literature reviews that 
examined reports from relevant institutions, as well as in-depth 
interviews with divorced couples. The findings show a significant 

positive correlation between early marriage and the divorce rate 
in Sumenep Regency. The younger the marriage age, the higher 
the likelihood of divorce, due to a lack of mental, emotional, and 

financial preparedness of the couple. Furthermore, early 
marriage is often followed by immaturity in understanding 

marital commitment, which increases the risk of problems. 
Although early marriage is not a direct cause of divorce, the 
emotional and psychological unpreparedness of the couple is an 

important factor that increases the risk of divorce.  
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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara 
pernikahan dini dengan angka perceraian di Kabupaten 
Sumenep. Fenomena pernikahan dini menjadi isu sosial yang 

signifikan di wilayah ini dan diperkirakan berkontribusi pada 
tingginya angka perceraian. Metode penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui survei dan studi 

pustaka yang mengkaji laporan dari instansi terkait, serta 
wawancara mendalam dengan pasangan yang mengalami 

perceraian. Hasil penelitian menunjukkan terdapat korelasi 
positif yang signifikan antara pernikahan dini dengan angka 
perceraian di Kabupaten Sumenep. Semakin  muda usia 

pernikahan, semakin tinggi kemungkinan perceraian, akibat 
kurangnya kesiapan mental, emosional, dan finansial pasangan. 
Selain itu, pernikahan muda seringkali diikuti dengan 

ketidakmatangan dalam memahami komitmen rumah tangga, 
yang meningkatkan risiko masalah. Meskipun pernikahan dini 

bukan penyebab langsung perceraian, ketidaksiapan emosional 
dan psikologis pasangan menjadi faktor penting yang 
memperbesar risiko perceraian”.  
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PENDAHULUAN  

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia telah mengalami reformasi untuk 

melindungi hak-hak anak dan mencegah pernikahan dini, dengan menaikkan usia 
minimum menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan (Sarip et al., 2022). 
Langkah ini bertujuan mengurangi risiko-risiko pernikahan dini, seperti kelahiran 
prematur, depresi pada ibu, dan angka kematian yang tinggi (Wahid, 2019). Meskipun 

demikian, dispensasi pernikahan masih dapat diberikan, yang dapat memicu konflik 
dengan hukum lain serta berdampak pada hak-hak politik (Sarip et al., 2022). Indonesia 
menempati peringkat ketujuh dunia dalam jumlah pernikahan anak, yang melanggar 
hak-hak anak atas kehidupan, pendidikan, perkembangan, dan kesehatan. Mengatasi isu 

ini membutuhkan penerapan ketat terhadap hukum nasional dan internasional, dengan 
dukungan kearifan lokal serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (Dewi et al., 
2022). Walaupun reformasi telah dilaksanakan, perdebatan mengenai kesesuaian 
Undang-Undang Perkawinan Indonesia dengan instrumen hak asasi manusia 

internasional masih berlanjut (Prameswari & Agustin, 2018). Selain itu, perubahan 
sosial mendorong meningkatnya permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan 
Agama, yang menandakan bahwa pernikahan dini masih menjadi masalah signifikan di 
Indonesia (Safira et al., 2023). 

Beberapa faktor yang berkontribusi pada praktik ini termasuk status sosial ekonomi 
yang rendah, rendahnya tingkat pendidikan, kondisi tempat tinggal di daerah pedesaan, 
serta pengaruh kuat keyakinan agama yang dianut oleh komunitas tertentu (Pourtaheri et 
al., 2023). Di wilayah pedesaan Gambia, faktor etnisitas dan ketakutan terhadap seks 

pranikah menjadi alasan utama yang mendorong pernikahan dini di kalangan 
masyarakat (Lowe et al., 2020). Faktor agama, terutama di kalangan komunitas Hindu 
dan Muslim di beberapa negara, turut memperkuat praktik ini melalui norma-norma 
sosial yang melekat dalam kepercayaan mereka (Said et al., 2024). Akibat dari praktik 

pernikahan anak ini sangat kompleks, termasuk konsekuensi buruk terhadap kesehatan 
ibu yang antara lain ditandai dengan rendahnya pemanfaatan layanan antenatal dan 
fasilitas persalinan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko komplikasi pada ibu 
dan anak (Subramanee et al., 2022). 

Studi terbaru menunjukkan peningkatan signifikan dalam permohonan dispensasi 
pernikahan di Pengadilan Agama Indonesia setelah revisi Undang-Undang Pernikahan 
pada 2019, yang menaikkan usia minimum pernikahan (Safira et al., 2023). Lonjakan 
ini mengindikasikan tantangan dalam menangani pernikahan dini, dengan tekanan 

budaya dan kompleksitas sosial yang turut menyebabkan kesenjangan antara ketentuan 
hukum dan praktik di lapangan (Yetta et al., 2024). Batasan usia pernikahan yang baru 
ternyata sulit diterapkan secara praktis, terbukti dari tingginya angka permohonan 
dispensasi di wilayah-wilayah seperti Gresik (Murniati, 2021). Pernikahan anak 

berdampak buruk pada hak-hak anak, menghambat mereka dalam memenuhi tanggung 
jawab mereka (Tasya & Winanti, 2021). Untuk merespons masalah ini, Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 memberikan pedoman dalam penanganan 
kasus dispensasi pernikahan, menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. 

Namun, efektivitas reformasi hukum ini dalam mencegah pernikahan dini masih 
menghadapi tantangan besar (Yetta et al., 2024). 

Pada tahun 2023, angka perceraian di Indonesia mencapai angka yang signifikan, 
yaitu sebanyak 108,49 ribu kasus secara nasional. Dari data tersebut, provinsi Jawa 

Barat mencatatkan angka perceraian tertinggi dengan 37,38 ribu kasus, diikuti oleh 
Jawa Timur dengan 33,57 ribu kasus dan Jawa Tengah sebanyak 23,18 ribu kasus. 
Tingginya jumlah perceraian di ketiga provinsi ini menunjukkan tren yang kuat di 
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wilayah Jawa, yang mendominasi lebih dari separuh kasus perceraian di Indonesia. 

Provinsi Banten menempati urutan keempat dengan 3.327 kasus, disusul oleh Lampung 
sebanyak 2.838 kasus dan DKI Jakarta dengan 2.452 kasus. Di luar Pulau Jawa, 
Kalimantan Timur mencatatkan 766 kasus perceraian, sementara DI Yogyakarta dan 
Sumatera Selatan masing-masing mencatat 583 dan 574 kasus. Data ini 

menggambarkan pola perceraian yang bervariasi di berbagai wilayah, yang bisa 
dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Analisis terhadap 
tingginya angka perceraian di beberapa provinsi ini menjadi penting untuk 
mengidentifikasi penyebab utama dan solusi preventif agar dapat menurunkan angka 

perceraian di masa mendatang. 
Jawa Timur mencatatkan 33.570 kasus perceraian. Angka ini menunjukkan 

penurunan sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang melanjutkan tren 
penurunan dengan laju pertumbuhan tahunan sebesar -1,3% selama lima tahun terakhir. 

Jumlah ini menempatkan Jawa Timur di peringkat ketiga secara nasional untuk kasus 
perceraian, setelah Jawa Barat (37.380 kasus), dan secara nasional, Indonesia 
mencatatkan total 108.490 kasus perceraian (Darmawan, 2024). Di Sumenep, pada 
September 2023, lebih dari 2.000 kasus perceraian diproses oleh Pengadilan Agama 

setempat. Di antaranya, 707 kasus diajukan oleh istri, sementara sisanya diajukan oleh 
suami. Alasan umum perceraian meliputi faktor ekonomi, perselingkuhan, dan 
kekerasan dalam rumah tangga (Hafid, 2023). 

Selain itu, Jawa Timur mencatatkan sekitar 12.334 permohonan dispensasi nikah 

tahun 2023, yang melibatkan lebih dari 24.000 individu, di mana sebagian besar adalah 
perempuan (Kurnia, 2023). Pada tahun 2023, tercatat sekitar 122 pasangan di 
Kabupaten Sumenep yang mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah dini 
melalui Pengadilan Agama. Jumlah ini merupakan bagian dari upaya untuk mencegah 

pernikahan usia dini, meskipun ada kemungkinan lebih banyak pasangan yang menikah 
di bawah tangan tanpa permohonan dispensasi resmi (Azis, 2024). 

Pada tahun 2022, Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, angka 
perkawinan di bawah usia 20 tahun di Provinsi Jawa Timur masih tergolong tinggi, 

mencapai 20,83%. Tingginya angka perkawinan dini ini turut diiringi dengan jumlah 
kasus perceraian yang signifikan, dengan sebanyak 1.565 kasus perceraian tercatat 
terjadi pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan adanya keterkaitan antara usia 
perkawinan yang muda dengan risiko perceraian, yang menjadi perhatian penting dalam 

upaya membangun ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial di Jawa Timur. 
Dari data di atas, dapat dilihat bahwa angka perceraian dan pernikahan dini di 

Kabupaten Sumenep masih menjadi persoalan. Hal ini mengindikasikan adanya 
permasalahan sosial dan budaya yang memengaruhi keputusan pasangan untuk menikah 

di usia muda dan kemudian berujung pada perceraian. Faktor-faktor seperti kurangnya 
pemahaman tentang kesiapan mental dan finansial sebelum menikah, serta tekanan 
budaya yang mendorong pernikahan di usia muda, bisa menjadi beberapa penyebab 
utama fenomena ini. Tingginya angka tersebut mencerminkan bahwa masih diperlukan 

upaya edukasi dan pendekatan khusus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 
tentang dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya kesiapan dalam membangun 
rumah tangga yang sehat dan stabil. 

Pernikahan dini dan perceraian di Indonesia mengungkapkan berbagai isu sosial 

dan hukum yang kompleks. Salah satu isu yang disorot adalah fenomena pernikahan 
yang tidak terdaftar atau dikenal sebagai nikah siri, yang banyak terjadi di kalangan 
pegawai negeri sipil. Praktik ini, tidak memiliki perlindungan hukum dan menimbulkan 
risiko terhadap hak-hak anak, khususnya dalam hal kepastian hukum dan akses ke 
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fasilitas sosial. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Anggelia dan Purwanti (2020) 

menyoroti adanya eksploitasi anak dalam pernikahan yang tidak terdaftar, di mana 
perundang-undangan nasional dinilai belum cukup kuat untuk melindungi anak-anak di 
bawah umur dari praktik tersebut (Anggelia & Purwanti, 2020). Pernikahan dini juga 
memunculkan berbagai tantangan dalam pendidikan anak, terutama bagi pasangan muda 

yang memiliki pemahaman terbatas tentang pengasuhan anak usia dini. Penelitian oleh 
Nurmalina (2021) di desa Danau Bingkuang menunjukkan bahwa orang tua muda 
cenderung menerapkan pola pengasuhan yang permisif atau otoriter, yang dapat 
berdampak negatif pada perkembangan anak (Nurmalina & Pahrul, 2021). Temuan-

temuan ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum yang lebih memadai dan 
dukungan pendidikan bagi keluarga muda, mengingat hubungan erat antara pernikahan 
dini, perceraian, dan kesejahteraan anak di Indonesia. 

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang lebih komprehensif 

dalam mengkaji korelasi antara pernikahan dini dan angka perceraian di Kabupaten 
Sumenep, yang selama ini belum banyak dieksplorasi secara mendalam pada konteks 
wilayah spesifik ini. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas isu-isu seperti 
nikah siri dan tantangan pengasuhan anak dalam pernikahan dini secara umum di 

Indonesia, tetapi belum menyoroti faktor-faktor spesifik yang memengaruhi dinamika 
perceraian pada pasangan muda di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini akan 
mengidentifikasi faktor sosial, ekonomi, dan budaya lokal yang menjadi pendorong 
terjadinya perceraian pada pernikahan dini, serta mengkaji efektivitas regulasi hukum di 

tingkat daerah dalam memberikan perlindungan bagi pasangan dan anak-anak yang 
terlibat. Penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti 
yang dapat diterapkan di Kabupaten Sumenep, dengan tujuan memperkuat perlindungan 
hukum dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi kesejahteraan keluarga 

muda. 
 
METODE DAN TEORI  

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang memungkinkan 
untuk menggali informasi secara mendalam mengenai fenomena yang sedang 

diteliti(Sugono, 2009). Data penelitian diperoleh melalui dua sumber utama, yaitu 
survei yang dilakukan terhadap individu atau kelompok yang relevan dengan topik 
perceraian, serta studi pustaka yang mencakup kajian terhadap laporan-laporan dari 
instansi terkait yang memiliki otoritas atau keterkaitan dengan isu perceraian. Selain itu, 

wawancara mendalam dilakukan dengan pasangan yang telah mengalami perceraian 
untuk memperoleh perspektif langsung dan pemahaman yang lebih komprehensif 
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka untuk bercerai. 
Gabungan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih holistik 

mengenai dinamika perceraian dan faktor-faktor penyebabnya. 
Budaya hukum yang mengelilingi pernikahan dini sangat erat kaitannya dengan 

norma sosial-budaya, kepercayaan agama, dan kerangka hukum di berbagai wilayah. 
Pernikahan dini, yang umumnya didefinisikan sebagai pernikahan sebelum usia 19 

tahun, menimbulkan tantangan besar terhadap hak dan perkembangan anak perempuan, 
terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan status sosial-ekonomi mereka. Di 
banyak negara, persepsi dan praktik budaya memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap tingginya angka pernikahan dini. Misalnya, di Bangladesh, Ghana, dan Irak, 

pernikahan dini sering kali dibenarkan oleh norma sosial-budaya yang menentukan 
peran gender serta ekspektasi keluarga. Norma-norma ini diperkuat oleh ajaran agama 
yang mungkin mendorong pernikahan dini sebagai cara untuk memenuhi kewajiban 
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keluarga dan masyarakat (Said et al., 2024)(Saleheen et al., 2021). Di daerah pedesaan 

seperti yang diteliti di Bangladesh, nilai-nilai budaya sangat berkorelasi dengan 
kemungkinan terjadinya pernikahan dini, di mana keluarga lebih mengutamakan 
pernikahan dibandingkan pendidikan bagi anak perempuan mereka (Uddin, 2015). Latar 
belakang budaya ini menciptakan lingkungan di mana pernikahan dini tidak hanya 

dianggap dapat diterima tetapi juga sering kali dianggap sebagai sesuatu yang 
diperlukan untuk menjaga kehormatan keluarga dan memastikan stabilitas ekonomi 
(Wantu et al., 2021). 

Kerangka hukum yang mengatur pernikahan dini bervariasi secara signifikan di 

berbagai wilayah. Di Indonesia, misalnya, sistem hukum memungkinkan adanya 
dispensasi pernikahan, yang memungkinkan pernikahan dini tetap berlangsung 
meskipun undang-undang telah menetapkan batas usia minimal (Lathifah et al., 2022). 
Celah hukum ini mencerminkan interaksi kompleks antara praktik budaya dan ketentuan 

hukum, di mana keluarga dapat mengajukan permohonan izin untuk menikahkan anak 
perempuan mereka pada usia yang lebih muda, sering kali dengan alasan keagamaan 
atau budaya (Yetta et al., 2024). Penegakan hukum mengenai pernikahan juga dapat 
memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti membatasi agensi atau hak 

memilih bagi anak perempuan dan memperkuat struktur patriarki yang terus 
mempertahankan praktik pernikahan dini (Melnikas et al., 2021). 

Selain itu, dampak pendidikan terhadap pernikahan dini tidak bisa diabaikan. 
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan anak 

perempuan, semakin kecil kemungkinan mereka untuk menikah dini, karena pendidikan 
memberi mereka pengetahuan tentang hak-hak mereka dan konsekuensi dari pernikahan 
dini (Groot et al., 2018). Sebaliknya, kurangnya kesadaran tentang batas usia legal 
untuk menikah sering kali berkorelasi dengan tingginya angka pernikahan dini, 

sehingga menunjukkan perlunya intervensi pendidikan untuk memberi informasi kepada 
anak perempuan dan keluarga mereka tentang hukum yang berlaku (Tekile et al., 2020). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 
Budaya Pernikahan Dini di Sumenep 

Berbagai studi di banyak negara menyoroti tingginya prevalensi pernikahan dini, 
terutama di daerah pedesaan, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, 
dan ekonomi (Lebni et al., 2020). Meskipun pernikahan dini umumnya dikaitkan 

dengan daerah pedesaan dan kemiskinan, tren baru justru memperlihatkan bahwa 
pemuda Muslim kelas menengah di perkotaan kini turut mempromosikan pernikahan 
dini melalui platform daring sebagai bentuk ketaatan agama. Di samping itu, tinggal di 
daerah pedesaan meningkatkan kemungkinan terjadinya pernikahan dini dibandingkan 

dengan tinggal di perkotaan, yang menunjukkan adanya kesenjangan akses terhadap 
informasi dan sumber daya (Tekile et al., 2020). Tingkat prevalensi pernikahan dini ini 
pun bervariasi antarnegara; misalnya, di Bangladesh, usia rata-rata pernikahan pertama 
tercatat sangat rendah, yakni 16,86 tahun (Saleheen et al., 2021). Temuan-temuan ini 

mengungkapkan kompleksitas interaksi antara berbagai faktor sosiodemografis, 
termasuk norma budaya, ekonomi, dan tingkat pendidikan, yang memengaruhi 
pernikahan dini. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang lebih terarah dan 
komprehensif untuk mengatasi masalah yang kompleks ini. 

Menurut Desiyanti (2015), pernikahan dini merupakan masalah kompleks yang 
dipengaruhi oleh berbagai faktor, dengan orang tua memainkan peran penting dalam 
menentukan keputusan tersebut. Komunikasi dalam keluarga menjadi faktor dominan, 
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karena hubungan yang baik antara orang tua dan anak dapat mengurangi risiko 

terjadinya pernikahan dini (Desiyanti, 2015). Lebih lanjut, Indanah et al. (2020) 
menyatakan bahwa status sosial ekonomi orang tua juga memiliki pengaruh besar, di 
mana keluarga berpenghasilan rendah memiliki kemungkinan 2.784 kali lebih tinggi 
untuk memiliki anak yang menikah dini (Indanaha et al., 2020). Faktor lainnya yang 

berperan meliputi tingkat pendidikan orang tua dan anak, perilaku seksual pranikah, 
serta pengajaran agama yang diterima. Secara global, tingkat pernikahan anak di 
negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah umumnya rendah hingga usia 10 
tahun, meningkat perlahan hingga usia 14 tahun, lalu melonjak drastis pada usia 15-17 

tahun (Liang et al., 2021). Temuan ini menggarisbawahi sifat multidimensi pernikahan 
dini yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti hukum, sosial, agama, dan 
demografi. 

Adam (2020) menambahkan bahwa tekanan ekonomi sering kali mendorong anak 

muda dari keluarga kurang mampu untuk menikah lebih awal sebagai solusi atas 
keterbatasan finansial (Adam, 2019). Menurut Rumble et al. (2018), faktor-faktor 
seperti tingkat pendidikan, kekayaan, dan paparan media terbukti memberikan efek 
perlindungan yang signifikan terhadap pernikahan anak, sementara tinggal di daerah 

pedesaan dengan akses terbatas terhadap pendidikan dan informasi justru meningkatkan 
risikonya (Rumble et al., 2018). Pendapat serupa disampaikan oleh Saleheen et al. 
(2021), yang menyoroti bahwa tingkat pendidikan perempuan dan kepala keluarga, 
status kekayaan, serta paparan media massa berperan penting dalam menentukan usia 

pernikahan pertama (Saleheen et al., 2021). 
Sementara itu, Tekile et al. (2018) mengemukakan bahwa kurangnya pengetahuan 

mengenai usia pernikahan yang sah turut menjadi penyebab tingginya angka pernikahan 
dini, terutama di komunitas dengan tingkat pendidikan rendah (Tekile et al., 2020). 

Nurmila dan Windiana (2023) serta Rumble et al. (2018) juga berpendapat bahwa 
kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, kuatnya keyakinan budaya, norma sosial, 
dan kurangnya peluang ekonomi yang mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat 
berkontribusi pada tingginya angka pernikahan dini. Faktor budaya yang mengakar, 

dukungan keluarga, status ekonomi yang rendah, dan akses terbatas terhadap teknologi 
informasi juga memiliki korelasi signifikan dengan tingginya angka pernikahan dini di 
daerah tersebut (Yunitasari et al., 2016) (Yunitasari et al., 2016). 

Faktor-faktor seperti buta huruf, struktur sosial tradisional, dan pertimbangan 

ekonomi juga mendorong terjadinya pernikahan dini. Praktik ini dapat menimbulkan 
dampak sosial, fisiologis, dan psikologis bagi individu, keluarga, serta masyarakat luas, 
serta menghilangkan hak dasar anak terhadap kesehatan, gizi, dan pendidikan (Daraz & 
Khan, 2014). Pengetahuan dan sikap orang tua terhadap pernikahan dini bervariasi, di 

mana sebagian orang tua memiliki pemahaman yang cukup dan sikap positif terhadap 
isu ini . Untuk mengatasi masalah pernikahan dini, Daraz et al. (2014) mengusulkan 
beberapa rekomendasi, antara lain pendidikan bagi orang tua, intervensi dari 
pemerintah, dan peran media. Selain itu, Desiyanti (2015) menyatakan bahwa 

meningkatkan komunikasi dalam keluarga serta memperbaiki tingkat pendidikan orang 
tua dan remaja dapat menjadi langkah penting dalam pencegahan pernikahan dini 
(Desiyanti, 2015). 

Pernikahan dini masih lazim terjadi di pedesaan Indonesia, terutama di kalangan 

masyarakat kurang mampu, yang seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, 
ekonomi, dan budaya yang kuat (Berliana et al., 2021). Fenomena ini mencerminkan 
adanya pemahaman yang masih lekat dalam masyarakat mengenai peran perempuan 
yang diidentikkan dengan kewajiban untuk segera menikah dan membangun keluarga, 
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terlepas dari kesiapan fisik, mental, atau finansial mereka. Di Pulau Bawean, misalnya, 

persepsi masyarakat yang mendorong pernikahan dini mencakup perjodohan yang 
dilakukan oleh orang tua, keinginan untuk menghindari sanksi sosial yang diberlakukan 
oleh komunitas, serta pertimbangan ekonomi yang mendesak, yang mana pernikahan 
dianggap sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi keluarga atau menjaga 

kehormatan keluarga (Susilo et al., 2021).  
Selain itu, terbatasnya akses pendidikan dan informasi mengenai kesehatan 

reproduksi juga turut memperparah kondisi ini, di mana anak perempuan sering kali 
tidak memiliki cukup pengetahuan mengenai risiko yang mereka hadapi. Praktik 

pernikahan dini ini tidak hanya berdampak langsung pada istri dan suami yang masih 
berusia muda, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah bagi anak-anak 
yang lahir dari pernikahan tersebut. Dampak buruk yang muncul dapat berupa 
komplikasi kehamilan yang membahayakan kesehatan ibu muda, masalah kesehatan 

pada bayi akibat kurangnya persiapan nutrisi dan perawatan, serta gangguan psikologis 
baik bagi orang tua maupun anak, yang dapat berpengaruh pada kesejahteraan mental 
dan fisik mereka dalam jangka panjang (Susilo et al., 2021). Menurut Bawono et 
al. (2022), budaya setempat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik 

pernikahan dini, terutama di daerah-daerah tertentu di Indonesia, seperti Tana Toraja 
dan Madura. Di daerah-daerah tersebut, pernikahan dini dianggap sebagai bagian dari 
tradisi yang perlu dilestarikan. Norma budaya ini seringkali menekan orang tua untuk 
mengatur pernikahan dini bagi anak-anak mereka, sehingga praktik tersebut terus 

diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Bawono et al., 2022). Pendapat 
serupa dikemukakan oleh Daraz et al. (2014). Di Kabupaten Sumenep, memiliki anak 
perempuan seringkali menjadi pilihan yang dihindari oleh sebagian besar masyarakat 
apabila mereka diberikan pilihan (Daraz & Khan, 2014). Hal ini berakar pada konstruksi 

budaya yang menganggap bahwa tanggung jawab orang tua dengan anak perempuan 
lebih besar secara finansial dibandingkan dengan anak laki-laki. Salah satu tradisi yang 
masih berlangsung adalah kewajiban bagi orang tua yang memiliki anak perempuan 
untuk membangunkan rumah bagi anak dan menantunya. Tradisi ini sudah mengakar 

dan berlangsung turun-temurun, sehingga membentuk pola pemikiran dalam 
masyarakat. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki anak laki-laki, tanggung jawab 
tersebut lebih ringan karena pihak laki-laki umumnya hanya diwajibkan membawa 
perabotan rumah saat menikah. 

Studi menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini di 
Sumenep termasuk keinginan untuk mencegah kehamilan di luar nikah dan pengaruh 
praktik budaya yang sudah lama ada, seperti pernikahan yang diatur. Tekanan-tekanan 
ini sering kali menghasilkan individu yang belum sepenuhnya siap menghadapi 

kompleksitas kehidupan pernikahan. Hal ini semakin diperburuk dengan tantangan 
dalam mengelola tanggung jawab ekonomi, karena pasangan muda mungkin 
kekurangan stabilitas finansial yang diperlukan untuk mempertahankan rumah tangga, 
yang juga dapat berkontribusi pada stres pernikahan dan perceraian (Jamilah & 

Raudlatun, 2019). Selain itu, ada dampak psikologis, dengan istri muda khususnya 
menghadapi risiko depresi dan gangguan emosional yang lebih besar, yang dapat 
berkembang menjadi konflik pernikahan dan perceraian. Hubungan antara pernikahan 
dini dan perceraian di Sumenep menekankan perlunya kesadaran dan pendidikan yang 

lebih besar tentang konsekuensi jangka panjang dari pernikahan semacam itu, dengan 
menekankan pentingnya kedewasaan emosional, kestabilan finansial, dan sistem 
dukungan sosial untuk mencegah keretakan rumah tangga. 

Dalam budaya masyarakat, memiliki anak laki-laki sering kali dianggap sebagai 
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suatu keberkahan tersendiri. Anak laki-laki diibaratkan sebagai sosok yang lebih mudah 

diterima oleh calon pasangan dan keluarga mereka, bahkan jika ia hanya memiliki 
"modal" yang melekat pada dirinya—seperti keterampilan, kepribadian, atau status 
sosial tertentu. Hal ini didasarkan pada pandangan tradisional bahwa laki-laki secara 
alamiah memiliki peran sebagai pemimpin dalam keluarga dan pencari nafkah, sehingga 

kriteria penerimaan terhadap mereka dalam pernikahan cenderung lebih longgar. 
Berbeda halnya dengan perempuan, yang secara tradisional dianggap perlu memiliki 
modal lebih agar diminati oleh laki-laki dan keluarganya. Persepsi ini menciptakan 
tekanan sosial bagi perempuan untuk tampil "lebih" dalam berbagai aspek, seperti 

memiliki pendidikan yang baik, kecantikan yang sesuai dengan standar masyarakat, atau 
keterampilan rumah tangga yang dianggap penting untuk kehidupan berumah tangga. 
Tidak jarang, perempuan juga didorong untuk memiliki sifat yang lebih lembut, patuh, 
dan mampu menyesuaikan diri agar lebih menarik di mata calon pasangan serta 

keluarganya. 
Tekanan sosial ini pada akhirnya membentuk standar ganda dalam masyarakat, di 

mana laki-laki memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menentukan pasangan 
hidupnya, sementara perempuan diharapkan untuk memenuhi berbagai ekspektasi 

sebelum dianggap layak untuk menikah. Konsep ini juga dapat berpengaruh terhadap 
pola pikir orang tua dalam membesarkan anak-anak mereka, di mana anak laki-laki 
mungkin mendapatkan lebih banyak ruang untuk berkembang secara mandiri, sementara 
anak perempuan lebih diarahkan untuk mempersiapkan diri menjadi istri dan ibu yang 

ideal. Dengan demikian, pemahaman mengenai peran gender yang sudah mengakar ini 
tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada dinamika sosial yang lebih luas, 
termasuk dalam pembentukan nilai-nilai yang diwariskan dari satu generasi ke generasi 
berikutnya.  

Fenomena ini juga berkontribusi pada budaya ―abhekalan‖ atau perjodohan di usia 

muda, yang kerap dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban orang tua Fenomena 

ini juga berkontribusi pada budaya "abhekalan" atau perjodohan di usia muda, 
yang dalam banyak kasus masih dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban 

orang tua, baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam praktiknya, perjodohan ini sering 
kali dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan emosional anak 

yang dijodohkan, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif di 
kemudian hari. Budaya abhekalan ini bisa terjadi pada anak yang masih berusia 9 tahun, 
bahkan dalam beberapa kasus ada yang lebih muda dari itu. Anak-anak perempuan 
khususnya sering kali menjadi pihak yang paling rentan dalam praktik ini, karena 

mereka dianggap lebih baik segera menikah untuk memastikan adanya perlindungan 
serta stabilitas ekonomi bagi masa depan mereka. Pemikiran ini berakar pada pandangan 
tradisional bahwa perempuan harus segera menikah sebelum dianggap "terlalu tua" 
untuk mendapatkan pasangan yang sesuai. 

Selain itu, faktor ekonomi juga sering menjadi pendorong utama dalam praktik 
perjodohan dini ini. Dalam beberapa keluarga, menikahkan anak perempuan sejak usia 
muda dianggap sebagai solusi untuk mengurangi tanggungan keluarga, terutama jika 
kondisi ekonomi sedang sulit. Orang tua mungkin merasa bahwa dengan menikahkan 
anak perempuan mereka lebih awal, mereka tidak perlu lagi menanggung biaya hidup 

dan pendidikan anak tersebut. Di sisi lain, keluarga calon suami yang lebih mapan 
secara ekonomi mungkin melihat praktik ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan 
menantu yang masih "muda" dan lebih mudah diarahkan sesuai dengan nilai-nilai 
keluarga mereka. Fenomena ini semakin kompleks karena dalam beberapa komunitas, 

perjodohan dini juga dikaitkan dengan aspek kehormatan dan adat istiadat. Dalam 
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masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional, menunda pernikahan 

anak perempuan bisa dianggap sebagai hal yang kurang baik, bahkan bisa memicu 
tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Akibatnya, banyak anak perempuan yang 
akhirnya menerima perjodohan tersebut tanpa memiliki kuasa untuk menolak atau 
memilih pasangan hidupnya sendiri. 

Dengan melihat realitas ini, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk 
meningkatkan kesadaran akan risiko yang ditimbulkan oleh praktik perjodohan di usia 
muda. Selain berdampak pada kesehatan fisik dan mental anak, pernikahan dini juga 
berpotensi menghambat perkembangan pendidikan serta membatasi kesempatan mereka 

untuk mengembangkan diri dan meraih kehidupan yang lebih baik di masa depan. Oleh 
karena itu, edukasi mengenai hak-hak anak, pemberdayaan perempuan, serta 
implementasi kebijakan yang lebih ketat terhadap pernikahan dini menjadi langkah 
krusial untuk mengatasi fenomena ini dan memastikan bahwa setiap anak memiliki 

kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia serta 
potensinya.  

Ketika anak perempuan menikah di usia muda, sebagian orang tua merasa lega 
karena kewajiban mereka dianggap "selesai." Mereka merasa telah berhasil mencarikan 

pasangan yang akan melindungi dan mengayomi anak mereka, sehingga tanggung 
jawab sebagai orang tua dianggap telah tuntas. Budaya ini memperlihatkan bagaimana 
masyarakat masih mendasarkan nilai sosial dan kehormatan keluarga pada keberhasilan 
menikahkan anak perempuan, sementara anak laki-laki memiliki fleksibilitas yang lebih 

besar dalam menentukan jalan hidup mereka. Pernikahan dini sering terjadi tanpa 
persetujuan sadar dan dianggap sebagai bentuk eksploitasi anak. Praktik ini dapat 
memiliki konsekuensi serius, seperti masalah kesehatan mental, terbatasnya kesempatan 
pendidikan, serta dampak negatif terhadap kesehatan ibu dan anak (Suhariyati et al., 

2019). 
Faktor sosial ekonomi dan budaya juga memainkan peran dalam memprediksi 

perceraian (Tilson & Larsen, 2000). Budaya "le mele bukkol" di Sumenep 
menggambarkan nilai sosial yang terkait dengan perjodohan dan keberlangsungan 

hubungan sosial di tengah masyarakat. Dalam budaya ini, ketika ada pihak laki-laki 
yang meminta seorang anak perempuan untuk dijadikan tunangan, keluarga perempuan 
harus menerimanya meskipun ada perasaan tidak nyaman atau ketidakcocokan terhadap 
keluarga calon besan. Kepercayaan yang mendasari budaya ini adalah adanya karma 

yang diyakini akan menimpa anak perempuan jika menolak lamaran, yaitu menjadi 
"perawan tua" atau tidak mendapatkan jodoh di masa depan. Pandangan ini 
menciptakan tekanan sosial yang kuat, sehingga banyak keluarga memilih untuk 
menyegerakan pertunangan bahkan pada usia anak-anak, termasuk mereka yang masih 

duduk di bangku sekolah dasar. Praktik ini tidak hanya mencerminkan keyakinan lokal 
yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga menimbulkan persoalan terkait hak 
anak dan kualitas kehidupan perempuan di masa mendatang, terutama dalam hal 
kesempatan pendidikan dan kebebasan menentukan masa depan. 

Budaya pertunangan di masyarakat tidak hanya berperan sebagai simbol ikatan 
awal antara pasangan, tetapi juga sering kali menjadi faktor yang mendorong 
pernikahan dini. Kebiasaan masyarakat dalam mengatur pertunangan cenderung 
melibatkan pasangan yang masih berusia muda, dengan tujuan mempererat hubungan 

kekeluargaan. Selain itu, dalam beberapa tradisi, perjodohan dengan sepupu dianggap 
ideal karena diyakini dapat memperkuat ikatan keluarga besar. Harapan utama dari 
praktik ini adalah terciptanya hubungan kekeluargaan yang lebih dekat dan solid, di 
mana keluarga besar dapat lebih mudah menjalin hubungan yang erat. Namun, 
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fenomena ini juga dapat menimbulkan tantangan, terutama dalam hal kesiapan mental 

dan emosional pasangan muda yang dinikahkan, serta dampaknya pada stabilitas 
pernikahan dalam jangka panjang. 

Dalam perspektif agama, masyarakat Sumenep memiliki norma yang kuat terkait 
perilaku sosial, salah satunya adalah larangan pacaran. Larangan ini didasarkan pada 

prinsip untuk menjaga moralitas dan menghindari pergaulan bebas yang dianggap dapat 
merusak nilai-nilai agama. Dalam konteks ini, untuk menghindari hubungan yang 
dianggap kurang sesuai dengan norma agama, sebagian masyarakat cenderung 
mendorong terjadinya ikatan resmi melalui pertunangan sejak usia dini. Praktik 

pertunangan dini ini dianggap sebagai jalan yang lebih terhormat dan sesuai dengan 
nilai-nilai agama, karena melalui ikatan ini, hubungan antara laki-laki dan perempuan 
dapat diakui secara sosial dan agama. Namun, fenomena ini tidak lepas dari berbagai 
dampak, termasuk meningkatnya angka pernikahan dini, yang kemudian berpotensi 

berkorelasi dengan tingginya angka perceraian di wilayah tersebut. 
Mengatasi pernikahan dini memerlukan pendekatan komprehensif yang 

mempertimbangkan tantangan budaya serta melibatkan lembaga terkait dalam upaya 
pencegahan melalui pendidikan (Latifiani, 2019). Pemimpin perempuan lokal 

memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesadaran mengenai risiko pernikahan 
dini melalui kegiatan pemberdayaan (Susanti, 2019). Solusi yang diusulkan mencakup 
peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan dan informasi untuk perempuan, 
perubahan norma budaya melalui diskusi dengan pemangku kepentingan, serta promosi 

pendidikan perempuan, terutama di daerah pedesaan dan miskin (Susilo et al., 2021). 
Kampanye media yang menargetkan remaja juga dapat memperluas akses informasi 
(Berliana et al., 2021). 

Intervensi yang efektif harus bersifat multifaset, dengan fokus pada peningkatan 

kesadaran tentang konsekuensi pernikahan dini, perbaikan akses pendidikan, perubahan 
norma sosial, dan pemberdayaan perempuan (Lebni et al., 2020). Tindakan hukum, 
seperti menaikkan usia minimum pernikahan, tidak akan cukup tanpa menangani 
penyebab mendasar (Nurmila & Windiana, 2023). Penelitian di masa depan harus 

mengutamakan pengujian intervensi pendidikan yang mengubah peran gender dan 
penguatan ekonomi untuk memerangi pernikahan anak secara efektif (Rumble et al., 
2018). Intervensi berbasis komunitas, insentif ekonomi, dan pendidikan terbukti dapat 
menurunkan angka pernikahan anak hingga 4-7 poin persentase serta meningkatkan 

tingkat penyelesaian sekolah bagi anak perempuan (Rasmussen et al., 2021). Namun, 
pendekatan ini dapat memperburuk polarisasi dalam pandangan tentang pernikahan 
anak (Chow & Vivalt, 2022). 

Mengatasi masalah ini, intervensi harus berfokus pada peningkatan pendidikan, 

pengurangan kemiskinan, perubahan norma sosial, dan pemberdayaan perempuan 
(Pourtaheri et al., 2023). intervensi harus fokus pada perubahan agen, pengambilan 
keputusan, dan dinamika kekuasaan, daripada hanya mengandalkan tolok ukur usia 
pernikahan (Aguilera et al., 2022). Intervensi hukum, meskipun penting, tidak akan 

efektif jika hanya mengandalkan sanksi tanpa mengatasi penyebab mendasar, seperti 
ketidaksetaraan gender, kemiskinan, dan ketidakberdayaan sosial. Oleh karena itu, harus 
mengutamakan upaya pendidikan yang mampu mengubah persepsi masyarakat tentang 
peran gender serta penguatan ekonomi keluarga dan masyarakat sebagai langkah 
preventif yang lebih efektif dalam memerangi pernikahan anak secara menyeluruh. 
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Korelasi Pernikahan Dini dengan Angka Perceraian  

Pernikahan dini tetap menjadi isu penting di Indonesia, dengan tingkat prevalensi 

yang dilaporkan antara 13,5% hingga 16,36% (Rahayu & Wahyuni, 2020). Berbagai 
faktor berkontribusi terhadap fenomena ini, termasuk norma budaya, dukungan 
keluarga, kondisi ekonomi, dan pengaruh teknologi (Yunitasari et al., 2016). Pernikahan 
dini dapat mengarah pada berbagai konsekuensi negatif, seperti meningkatnya 

kemungkinan perceraian, masalah psikologis, pendidikan yang terhenti, dan masalah 
kesehatan reproduksi. Meskipun beberapa studi menunjukkan bahwa pernikahan dini 
memperburuk kemiskinan (Latifiani, 2019), ada pula yang tidak menemukan pengaruh 
langsung terhadap kemiskinan moneter (Rahayu & Wahyuni, 2020).  

Perubahan hukum terbaru di Indonesia telah menaikkan batas usia minimum 
pernikahan, dengan tujuan melindungi hak-hak anak dan perkembangan mereka. 
Namun, perubahan ini juga menyebabkan peningkatan jumlah permohonan dispensasi 
pernikahan di Pengadilan Agama (Safira et al., 2023). Pada tahun 2023, data perceraian 

di Indonesia menunjukkan angka yang cukup signifikan, dengan sepuluh provinsi 
teratas mencatatkan jumlah kasus yang besar. Di antara provinsi-provinsi tersebut, Jawa 
Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah mendominasi posisi teratas, dengan total lebih dari 
90 ribu kasus yang tercatat di ketiga provinsi ini. Hal ini menunjukkan adanya 

konsentrasi tinggi kasus perceraian di wilayah Pulau Jawa, yang kemungkinan besar 
dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, serta kepadatan penduduk yang lebih 
tinggi di kawasan tersebut. 

Tingginya angka perceraian ini dapat menjadi indikator adanya tantangan serius 

dalam institusi keluarga, seperti masalah ekonomi, komunikasi yang buruk, dan 
perbedaan pandangan hidup yang tidak bisa diselesaikan. Di sisi lain, provinsi-provinsi 
seperti Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, dan Sumatera Selatan mencatatkan tingkat 
perceraian yang lebih rendah, yang bisa mencerminkan perbedaan budaya lokal atau 

mungkin tingkat tekanan sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-
provinsi di Pulau Jawa. 

Penelitian menunjukkan adanya korelasi kuat antara pernikahan dini dan perceraian 
di Indonesia. Pernikahan dini seringkali terjadi akibat inisiatif pribadi, kehamilan 

pranikah, atau tekanan orang tua (Nurjannah & Kahija, 2020). Faktor-faktor yang 
berkontribusi terhadap perceraian dalam pernikahan ini meliputi ketidakstabilan 
emosional, ketergantungan finansial, dan perselingkuhan. Konsekuensi dari pernikahan 
dini dan perceraian tidak hanya memengaruhi pasangan, tetapi juga hubungan keluarga 

dan persepsi masyarakat (Zulfarina et al., 2023). Perspektif sosiologis, seperti 
pendekatan fungsional dan konflik, telah digunakan untuk menganalisis fenomena ini, 
dengan adanya seruan untuk lebih banyak studi interaksi simbolik (Suhadi, 2012). Di 
beberapa daerah, tingkat perceraian tetap tinggi, dengan faktor ekonomi yang 

memainkan peran signifikan. Untuk menangani masalah ini, para pemimpin masyarakat 
melaksanakan program kesadaran tentang ketahanan keluarga serta pentingnya 
pendidikan dan kesiapan emosional dalam pernikahan (Rohmah & Azmi, 2022), dengan 
tujuan mengurangi pernikahan dini dan perceraian. 

Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa pernikahan dini adalah prediktor 
signifikan dari perceraian. Beberapa studi menemukan hubungan terbalik antara usia 
saat pernikahan pertama dan risiko perceraia (Tilson & Larsen, 2000). Pernikahan dini, 
daripada kelahiran anak dini, tampaknya menjadi faktor utama yang meningkatkan 

kemungkinan perceraian. Namun, kelahiran premarital, tetapi bukan kehamilan, juga 
berkontribusi pada ketidakstabilan pernikahan. Ketidakberhasilan memiliki anak dalam 
pernikahan pertama dikaitkan dengan risiko perceraian yang lebih tinggi. Dampak 
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pernikahan dini terhadap risiko perceraian bervariasi antar kelompok ras, dengan orang 

kulit hitam lebih sedikit terpengaruh daripada orang kulit putih (Teachman, 1983). 
Temuan-temuan ini menyoroti interaksi yang kompleks antara usia saat menikah, 
kesuburan, dan stabilitas pernikahan, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan 
berbagai faktor saat mempelajari pola perceraian. 

Penelitian mengenai pernikahan dini dan perceraian menunjukkan temuan yang 
beragam. Sementara beberapa studi menunjukkan adanya hubungan negatif antara 
pernikahan dini dan stabilitas pernikahan, studi lain mengindikasikan bahwa hubungan 
ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor pengganggu. Di China, analisis kausal tidak 

menemukan pengaruh pernikahan pada usia muda terhadap risiko perceraian, yang 
menantang hubungan yang umumnya diamati (Garcia-Hombrados & Özcan, 2024). 
Namun, di Taiwan, pernikahan dini dikaitkan dengan latar belakang yang kurang 
beruntung dan potensi hasil negatif (Tai et al., 2019). Di Malawi pedesaan, pernikahan 

dini yang impulsif dan kurang melibatkan keluarga atau ikatan emosional yang kuat 
ditemukan sangat rapuh (Bertrand-Dansereau & Clark, 2016). Menariknya, sebuah studi 
di Indonesia tidak menemukan dampak signifikan pernikahan dini terhadap kemiskinan 
materi, yang menunjukkan perlunya mempertimbangkan ukuran kemiskinan alternatif 

(Rahayu & Wahyuni, 2020). Temuan-temuan yang beragam ini menyoroti kompleksitas 
hubungan antara pernikahan dini dan perceraian, serta pentingnya mempertimbangkan 
konteks budaya dan faktor sosial-ekonomi dalam memahami hubungan ini. 

Pernikahan dini telah dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga dalam 

berbagai studi, meskipun hubungan ini cukup kompleks. Penelitian menunjukkan bahwa 
prevalensi kekerasan dalam rumah tangga di antara perempuan muda yang menikah 
berkisar antara 7% hingga 48% secara global dan 10,7% hingga 93% di Iran 
(Sattarzadeh et al., 2019). Di Vietnam, pernikahan dini terkait dengan peningkatan 

kekerasan oleh pasangan intim (IPV) di kalangan perempuan muda, bersama dengan 
faktor-faktor seperti buta huruf dan pelecehan seksual saat masa kanak-kanak (Hong Le 
et al., 2014). Sebuah studi di Afghanistan menemukan bahwa perempuan yang menikah 
sebelum usia 15 tahun memiliki kemungkinan 22% lebih tinggi mengalami kekerasan 

seksual dibandingkan mereka yang menikah pada usia dewasa (Qamar et al., 2022). 
Namun, penelitian di Mesir menunjukkan bahwa ketika disesuaikan dengan faktor-
faktor seperti tempat tinggal, pendidikan, dan kekayaan, hubungan antara pernikahan 
dini dan IPV tidak signifikan secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa 

meskipun pernikahan dini dapat berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga, 
faktor sosial-ekonomi lainnya juga memainkan peran penting. 

Pernikahan dini dapat dilakukan atau dianggap legal secara hukum negara apabila 
telah mendapatkan ketetapan dispensasi dari Pengadilan Agama. Dispensasi ini 

diberikan sebagai pengecualian terhadap batas usia minimal pernikahan yang diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal pernikahan 
bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Jika calon mempelai masih di bawah usia 

tersebut, maka orang tua atau wali dapat mengajukan permohonan dispensasi ke 
Pengadilan Agama dengan alasan yang kuat dan mendesak. Pengadilan Agama akan 
mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengabulkan permohonan dispensasi, 
seperti kesiapan mental dan fisik calon mempelai, kondisi sosial-ekonomi keluarga, 

serta dampak psikologis dan kesehatan bagi mereka yang akan menikah. Selain itu, 
hakim juga dapat meminta rekomendasi dari tenaga ahli, termasuk psikolog atau pekerja 
sosial, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap melindungi kepentingan 
terbaik anak. Oleh karena itu, meskipun dispensasi nikah memungkinkan pernikahan 
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dini tetap berlangsung secara legal, pemberian izin tersebut tidak serta-merta diberikan 

dengan mudah, melainkan harus melalui proses hukum yang ketat untuk mencegah 
dampak negatif yang mungkin timbul di kemudian hari. 

Berikut adalah tabel yang menunjukkan data angka perceraian dan dispensasi nikah 
dalam rentang waktu dari tahun 2020 hingga 2023. Data ini mencerminkan jumlah 

kasus perceraian yang terjadi setiap tahun serta jumlah dispensasi nikah yang diberikan 
dalam periode yang sama. Angka-angka dalam tabel ini dapat memberikan gambaran 
mengenai tren perceraian dan pernikahan di bawah umur yang memerlukan dispensasi 
dari pengadilan. Selain itu, data ini juga dapat digunakan untuk menganalisis faktor-

faktor yang memengaruhi dinamika rumah tangga dan pernikahan di masyarakat, 
termasuk kemungkinan dampak perubahan regulasi, kondisi sosial-ekonomi, dan faktor 
budaya yang berperan dalam keputusan pernikahan dan perceraian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data yang disajikan, angka perceraian mengalami fluktuasi dalam 
periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, terdapat 2.137 kasus perceraian, kemudian 

mengalami penurunan sebesar 8,3% pada tahun 2021 menjadi 1.959 kasus. Namun, 
pada tahun 2022, angka perceraian kembali meningkat cukup signifikan sebesar 20,9%, 
mencapai 2.369 kasus, yang merupakan angka tertinggi dalam periode ini. Pada tahun 
2023, jumlah perceraian sedikit menurun sebesar 5,7% menjadi 2.233 kasus. Sementara 

itu, jumlah dispensasi nikah menunjukkan tren yang berbeda. Pada tahun 2020, terdapat 
292 kasus dispensasi nikah, kemudian meningkat sebesar 14,7% pada tahun 2021 
menjadi 335 kasus. Pada tahun 2022, angka ini mengalami sedikit penurunan sebesar 
6% menjadi 315 kasus. Namun, pada tahun 2023, jumlah dispensasi nikah mengalami 

penurunan drastis sebesar 61,3%, hanya tersisa 122 kasus. 
Dari data ini, terlihat bahwa meskipun angka perceraian berfluktuasi, jumlah 

dispensasi nikah mengalami penurunan yang cukup signifikan terutama pada tahun 
2023. Penurunan tajam dalam dispensasi nikah ini bukan semata-mata disebabkan oleh 

perubahan kebijakan atau regulasi yang lebih ketat, melainkan karena data yang tercatat 
pada tahun 2023 hanya mencakup periode hingga bulan Juni, sehingga belum 
mencerminkan jumlah dispensasi nikah untuk satu tahun penuh. Jika data untuk 
keseluruhan tahun 2023 tersedia, kemungkinan besar jumlah dispensasi nikah akan 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka yang tercatat pada pertengahan 
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tahun tersebut. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut diperlukan untuk melihat tren yang 

sebenarnya, dengan mempertimbangkan data yang lebih lengkap serta faktor-faktor lain 
yang dapat memengaruhi angka dispensasi nikah dalam jangka waktu satu tahun penuh. 

Korelasi antara pernikahan dini dengan perceraian diungkapkan oleh Al-Masalha & 
Alkhateeb (2024), yang menyatakan bahwa faktor-faktor seperti pernikahan anak juga 

berkontribusi pada tingginya angka perceraian (Al-Masalha & Alkhateeb, 2024). Selain 
itu, pernikahan impulsif yang sering kali terjadi akibat benturan antara seleksi pasangan 
tradisional dan praktik pacaran modern dapat mengarah pada perceraian dini, 
sebagaimana dijelaskan oleh Bertrand-Dansereau & Clark (2016). Berbagai studi ini 

menyoroti interaksi antara faktor sosial, budaya, dan demografis dalam membentuk tren 
perceraian, yang menunjukkan pentingnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai 
pola pembentukan dan pembubaran hubungan dalam berbagai konteks. 

Tentu saja, pernikahan dini tidak bisa dianggap sebagai penyebab langsung dari 

perceraian atau masalah rumah tangga. Namun, pernikahan yang terjadi pada usia muda 
seringkali memunculkan serangkaian tantangan yang lebih besar dalam membina 
kehidupan rumah tangga. Salah satu faktor utama adalah ketidaksiapan emosional dan 
psikologis pasangan untuk menjalani peran sebagai suami dan istri. Pasangan yang 

menikah pada usia dini sering kali belum cukup matang dalam hal pemahaman tentang 
komitmen, komunikasi, dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Akibatnya, masalah-
masalah yang muncul dalam pernikahan, seperti perbedaan pendapat, konflik, atau 
kesulitan ekonomi, dapat lebih sulit diatasi, sehingga meningkatkan risiko perceraian. 

Oleh karena itu, meskipun pernikahan dini bukanlah satu-satunya penyebab, 
ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi dinamika pernikahan dapat menjadi faktor 
penting yang berkontribusi terhadap permasalahan rumah tangga yang mereka hadapi. 

Faktor-faktor perceraian di Indonesia mengungkapkan berbagai pengaruh utama 

yang saling terkait dan membentuk suatu pola yang kompleks dalam dinamika rumah 
tangga. Masalah ekonomi, yang mencakup kesulitan keuangan, pengangguran, dan 
kesenjangan pendapatan antara pasangan, sering kali dianggap sebagai penyebab utama 
perceraian. Hal ini disebabkan oleh tekanan yang ditimbulkan oleh ketidakmampuan 

finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang mengarah pada 
ketegangan dalam hubungan (Nurdin, 2018). Selain faktor ekonomi, usia saat menikah, 
tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan pasangan juga turut memainkan peran yang 
signifikan dalam menentukan stabilitas pernikahan. Pasangan yang menikah di usia 

muda atau yang memiliki tingkat pendidikan rendah, misalnya, cenderung lebih rentan 
menghadapi tantangan dalam rumah tangga, baik dalam hal komunikasi, pemahaman 
peran, maupun pengelolaan konflik (Nisva & Ratnasari, 2020). Faktor-faktor ini 
memperburuk potensi perceraian, terutama jika pasangan tidak memiliki keterampilan 

untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. 
Lebih lanjut, krisis moral, termasuk masalah kekerasan dalam rumah tangga, serta 

pernikahan paksa yang sering kali dipaksakan oleh tradisi atau norma sosial tertentu, 
berkontribusi besar pada keretakan rumah tangga. Kekerasan fisik dan emosional yang 

terjadi dalam rumah tangga, serta ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pasangan, 
seringkali menambah ketegangan yang pada akhirnya berujung pada perceraian (Nasir, 
2012). Selain itu, perselingkuhan yang terjadi akibat ketidaksetiaan atau masalah dalam 
pelayanan keluarga, baik dalam konteks hubungan emosional maupun seksual, juga 

menjadi faktor utama yang memperburuk hubungan pernikahan. Kemajuan teknologi, 
terutama dalam hal komunikasi melalui media sosial dan aplikasi pesan instan, semakin 
memudahkan individu untuk berinteraksi di luar batas hubungan pernikahan, yang 
sering kali menimbulkan perselisihan dan ketidakpercayaan antara pasangan (Nurdin, 
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2018). 

Lama pernikahan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat 
perceraian, dengan banyak kasus perceraian terjadi dalam lima tahun pertama 
pernikahan. Masa transisi awal ini sering kali menjadi periode yang penuh tantangan, di 
mana pasangan baru mencoba menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan hidup dan 

konflik yang muncul (Nasir, 2012). Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk 
mengurangi angka perceraian, termasuk melalui mediasi di pengadilan agama, 
fenomena perceraian ini tetap menunjukkan angka yang meningkat. Salah satu alasan 
utama adalah kurangnya hukum tertulis yang komprehensif mengenai masalah keluarga 

dalam Islam, yang menyebabkan adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam 
penanganan kasus-kasus keluarga, baik dalam aspek hak dan kewajiban pasangan 
maupun penyelesaian konflik secara adil. 

Kecanduan serta kekerasan verbal dan fisik muncul sebagai faktor signifikan yang 

berkaitan dengan karakteristik individu dan kepribadian, yang mempengaruhi kualitas 
hubungan dalam pernikahan, sementara masalah ekonomi dan pengangguran tetap 
menjadi variabel ekonomi utama yang tidak dapat diabaikan dalam analisis perceraian 
(Noghani et al., 2021). Dalam dimensi sosial, campur tangan keluarga menjadi faktor 

yang menonjol, di mana intervensi atau dukungan dari keluarga bisa memperburuk atau 
memperbaiki situasi pernikahan, sementara idealisme tentang konsekuensi perceraian 
dan pengaruh negatif media juga berperan sebagai pengaruh budaya yang signifikan 
yang mempengaruhi cara pandang individu terhadap perceraian sebagai pilihan 

(Noghani et al., 2021). Faktor sosiodemografis dan sosioekonomi turut mempengaruhi 
kemungkinan terjadinya perceraian, dengan perbedaan yang spesifik terhadap gender, 
yang mencerminkan ketidaksetaraan peran dan harapan dalam pernikahan serta dampak 
yang mungkin berbeda berdasarkan status sosial ekonomi (Kuru-Sönmez & Yakut, 

2024).  
Kompleksitas faktor-faktor perceraian ini menunjukkan bahwa pengembangan 

model yang komprehensif untuk memahaminya merupakan tantangan besar, mengingat 
banyaknya variabel yang saling berinteraksi dan berbeda di setiap individu dan budaya 

(Noghani et al., 2021). Oleh karena itu, untuk mengurangi angka perceraian, disarankan 
agar pasangan menjalani konseling pranikah sebagai langkah pencegahan, guna 
memperkuat hubungan dan meningkatkan pemahaman mengenai masalah yang 
mungkin muncul dalam pernikahan. Temuan-temuan ini menyoroti bahwa perceraian 

bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling 
terkait, baik internal maupun eksternal, dan oleh karena itu memerlukan intervensi yang 
lebih holistik dan berbasis pada pemahaman mendalam mengenai akar permasalahan 
yang ada dalam kehidupan rumah tangga. 

Interpretasi agama yang konservatif dan kekhawatiran tentang dampak hubungan 
pranikah sering kali mendorong orang tua untuk mengatur pernikahan dini bagi anak-
anak mereka, terutama dalam masyarakat yang memandang pernikahan sebagai solusi 
untuk menjaga kehormatan atau status sosial keluarga (Lathifah, 2020). Pandangan ini 

diperkuat oleh budaya dan tradisi yang menganggap pernikahan dini sebagai langkah 
yang sah dan wajar dalam melindungi nilai-nilai moral dan sosial, sehingga membuat 
orang tua merasa bertanggung jawab untuk segera menikahkan anak perempuan mereka 
pada usia muda. Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi masalah ini 

dengan menaikkan batas usia minimum pernikahan bagi perempuan dari 16 menjadi 19 
tahun, sebagai upaya untuk melindungi hak-hak perempuan dan mencegah pernikahan 
anak yang berisiko tinggi, mengingat pernikahan dini dapat berimplikasi negatif pada 
kesehatan fisik dan mental, serta menghambat akses perempuan terhadap pendidikan 
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dan kesempatan kerja yang lebih baik (Nurmila & Windiana, 2023).  

Namun, meskipun langkah tersebut diambil, pernikahan agama yang tidak tercatat 
(nikah siri) tetap menjadi tantangan serius, karena banyak pasangan yang memilih untuk 
menikah secara agama tanpa melalui prosedur resmi negara, yang menambah 
kompleksitas dalam upaya perlindungan anak dan perempuan. Nikah siri sering kali 

dilakukan tanpa melibatkan pihak berwenang, yang mengakibatkan absennya 
perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, serta mengurangi akuntabilitas atas 
pelaksanaan pernikahan tersebut (Anggelia & Purwanti, 2020). Untuk secara efektif 
mengatasi masalah pernikahan anak, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif 

dan multifaset, termasuk meningkatkan akses pendidikan yang lebih luas dan 
berkualitas, mengubah norma sosial yang mendukung pernikahan dini, serta 
memberdayakan perempuan untuk memiliki kontrol lebih besar atas kehidupan dan 
masa depan mereka. Peningkatan pendidikan, khususnya bagi perempuan, dapat 

memberikan pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan mereka untuk memilih 
jalur hidup yang lebih baik dan lebih mandiri. Selain itu, penting juga untuk menangani 
faktor-faktor ketidakamanan ekonomi yang sering kali menjadi pendorong bagi 
keluarga untuk menikahkan anak mereka sejak usia dini, sehingga mereka merasa 

terlepas dari beban finansial dan memiliki solusi praktis dalam menghadapi masalah 
ekonomi keluarga (Said et al., 2024). Untuk itu, perlu adanya sinergi antara kebijakan 
pemerintah, dukungan masyarakat, serta lembaga-lembaga sosial dalam menciptakan 
lingkungan yang mendukung perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak dari 

pernikahan dini. 
Faktor utama yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Kabupaten 

Sumenep mencakup beberapa aspek. Salah satunya adalah ketidakharmonisan dalam 
hubungan rumah tangga akibat kurangnya komunikasi yang baik antara pasangan. 

Ketidaksepahaman ini seringkali memicu konflik berkepanjangan, yang pada akhirnya 
berujung pada perceraian. Selain itu, permasalahan ekonomi juga berperan signifikan, 
terutama ketika pendapatan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Kesenjangan 
ekonomi ini dapat menciptakan tekanan dalam rumah tangga, mengakibatkan salah satu 

pihak merasa tidak terpenuhi kebutuhannya secara finansial. Kekerasan dalam rumah 
tangga (KDRT) menjadi faktor lain yang cukup dominan, dengan adanya laporan bahwa 
banyak kasus perceraian diajukan akibat kekerasan fisik atau verbal yang dilakukan 
oleh salah satu pasangan. Faktor lainnya yang menyebabkan perceraian di Sumenep 

adalah Pernikahan dini atau usia muda (Rezki, 2024). 
Pernikahan dini atau pernikahan di usia muda sering kali dianggap sebagai faktor 

yang memperburuk angka perceraian, karena pasangan yang menikah pada usia muda 
seringkali belum memiliki kedewasaan emosional yang cukup untuk menghadapi 

dinamika rumah tangga yang kompleks. Masalah ini semakin rumit dengan kurangnya 
pengalaman dalam mengelola konflik dan ketidakmatangan dalam pengambilan 
keputusan penting yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Pernikahan yang 
dilaksanakan dalam kondisi demikian rentan terhadap ketegangan psikologis, perbedaan 

pandangan, dan ketidakstabilan dalam hubungan, yang pada gilirannya meningkatkan 
kemungkinan terjadinya perceraian. Oleh karena itu, pemerintah daerah, melalui 
kebijakan yang terintegrasi seperti program pencegahan pernikahan dini, pemberdayaan 
melalui pendidikan karakter, serta peningkatan pengetahuan tentang pentingnya 

kesiapan mental dan emosional dalam membangun rumah tangga, diharapkan dapat 
membantu mengurangi angka perceraian di Kabupaten Sumenep, serta memastikan 
generasi muda dapat memasuki pernikahan dengan bekal yang lebih matang dan 
kesiapan yang lebih baik untuk menghadapi tantangan kehidupan berkeluarga. 
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SIMPULAN   

Pernikahan dini di Sumenep merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh 
berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Budaya setempat yang 
menganggap pernikahan dini sebagai bagian dari tradisi, serta pandangan bahwa peran 
perempuan lebih berfokus pada kewajiban menikah, memainkan peran signifikan dalam 

mendorong praktik tersebut. Terlebih lagi, faktor ekonomi yang sulit dan terbatasnya 
akses pendidikan serta informasi kesehatan reproduksi memperburuk kondisi ini. 
Pernikahan dini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental perempuan, 
tetapi juga menghambat pendidikan dan kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih 

baik. Tradisi perjodohan dini dan budaya abhekalan, yang dilatarbelakangi oleh norma-
norma sosial dan tekanan budaya, turut mempercepat terjadinya pernikahan di usia 
muda. Praktik ini juga dipengaruhi oleh pandangan bahwa menikahkan anak perempuan 
akan mengurangi beban keluarga secara finansial dan sosial. Namun, akibatnya, anak-

anak perempuan yang terlibat sering kali kurang siap baik fisik, mental, maupun 
emosional untuk menjalani kehidupan pernikahan. pernikahan dini memiliki hubungan 
yang signifikan dengan meningkatnya risiko perceraian. Meskipun pernikahan dini tidak 
selalu menjadi penyebab langsung perceraian, tantangan psikologis, emosional, dan 

sosial yang dihadapi pasangan muda dalam menjalani pernikahan seringkali 
memperburuk kestabilan rumah tangga mereka. Beberapa faktor yang berkontribusi 
terhadap perceraian dalam pernikahan dini meliputi ketidakstabilan emosional, 
ketergantungan finansial, dan kurangnya kesiapan pasangan untuk menjalani peran 

dalam rumah tangga. 
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